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Kebijakan,Administrasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi
Umum, Pengawasan umum  adalah  implementasi dari  Kebijakan
Pemerintahan Desa Administrasi  Pemerintahan Desa di Wolang,

Kecamatan Langowan Timur. Berdasarkan temuan
penelitian, terdapat beberapa tantangan, yaitu: 1)
Kurangnya pengawasan terhadap implementasi
kebijakan  administrasi  pemerintahan  desa,
khususnya administrasi umum, oleh pemerintah
kabupaten dan kecamatan. 2) Masih rendahnya
pemahaman tentang peran dan tanggung jawab
aparat desa, terutama terkait profesionalisme
mereka. 3) Kepala Desa kurang tegas dalam
menjalankan tugasnya. 4) Belum adanya prosedur
operasional standar (SOP) dalam pengelolaan
operasional pemerintahan saat ini.

PENDAHULUAN

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah,
kekuasaan mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan, serta kemampuan mewakili
kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. dan
dihormati dalam susunan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Ichsan Kabullah &
Fajri, 2021; Muhtada et al., 2022; Permatasari et al., 2021; Pickel-Chevalier et al., 2021).

Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan
administrasi sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan
informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sangat diharapkan supaya
kegiatan dalam pengelolaan administrasi desa lebih efektif dan efisien. Selama ini, masyarakat
menganggap bahwa administrasi dihubungkan dengan tata usaha dan keuangan, namun
sebenarnya administrasi tidak hanya mencakup mengenai itu saja (Ardilafiza et al., 2021; Lestari
et al., 2019; Nurrochmat et al., 2021; Nurwulandari, 2023).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor
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47 Tahun 2016 adalah keseluruhan proses pemasukan data dan informasi pemerintahan desa ke
dalam buku Daftar Desa. Pengertian Administrasi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a) Administrasi Umum; b)
Administrasi Keuangan; ¢) Administrasi Kependudukan; d) Administrasi Pembangunan; dan e)
Administrasi Lainnya (Bahasoan et al., 2024; Nurrochmat et al., 2021; Syukri, 2023; Wati et al.,
2019).

Pengelola pemerintahan desa perlu memiliki pemahaman menyeluruh mengenai
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan
desa secara efektif. Mereka juga perlu menyadari tanggung jawab, nilai-nilai, dan keuntungan
mereka. Hal ini akan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan
benar dan tanpa kesalahan (Arai et al., 2021; Arifin et al., 2020; Junus et al., 2023; Sari et al.,
2019; Wiati et al., 2022).

Pemerintah kabupaten dan bahkan kecamatan mempunyai peran penting dalam situasi ini
dalam hal sosialisasi, pemberian petunjuk dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan,
pemantauan dan pembinaan, serta pemberian konsultasi, supervisi, dan bimbingan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi pemerintahan, khususnya di bidang
administrasi umum serta peran BPD dalam mengawasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan
pemerintahan desa.Sementara itu, pemerintah kabupaten dan kecamatan tetap memegang peranan
penting dalam pembinaan, pengawasan, bahkan konsultasi penyelenggaraan (Herawati & Sunjaya,
2022; Indra & Khoirunurrofik, 2022; Irawan et al., 2019; Nurwulandari, 2023; Odagiri et al.,
2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dari sepuluh buku
yang ada pada administrasi umum, hanya tiga buku yang ada di tempat yaitu buku peraturan desa,
buku keputusan kepala desa, buku inventarisasi dan kekayaan desa. Dan ketiga buku tersebut
didapati masih kosong atau belum terisi. Maka dalam hal ini profesionalisme aparatur di Desa
Wolaang masih sangat rendah. Temuan studi ini menunjukkan bahwa beberapa pemerintah desa
terus mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kewajibannya, BPD serta pemerintah
kabupaten dan kecamatan, kurang memberikan pengawasan terhadap penerapan kebijakan
administrasi umum, Perangkat desa saat ini, khususnya Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang
berkomunikasi dengan baik satu sama lain (Berenschot & Mulder, 2019; Luthfiani et al., 2020;
Shoesmith et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu
Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa Wolaang Kec.Langowan Timur
Kab.Minahasa dengan memperhatikan acuan penelitian pada “Permendagri. No.47 Tahun 2016
tentang “Administrasi Pemerintahan Desa”.Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa
memberikan manfaat sebagai berikut: Secara teoritis, berharap bisa meningkatkan nilai tambah
bagi perkembangan Ilmu Sosial agar dapat dijadikan sumber informasi untuk penelitian
selanjutnya. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta
memperbanyak informasi mengenai “Implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami
kondisi yang melekat pada objek penelitian secara mendalam. Metode kualitatif merupakan
pendekatan yang memungkinkan peneliti mengamati fenomena secara alami, tanpa melakukan
eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, yang berinteraksi
langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang autentik dan relevan (Dado et al.,

ISSN : 2828-5271 (online)



8463

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol.3, No.6,0ktober 2024

I —
2023; Denny & Weckesser, 2022; Mustafa, 2021; Nurman et al., 2022).

Lokasi penelitian ini berada di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten
Minahasa. Fokus penelitian dibatasi pada Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa
Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Fokus utama penelitian ini
mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi dalam
kaitannya dengan kesesuaiannya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu penggunaan beberapa
metode secara kombinasi untuk memastikan keakuratan informasi. Sedangkan untuk analisis data,
digunakan pendekatan induktif, yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan
pola atau tema yang muncul dari data (Cascio et al., 2019; Lemon & Hayes, 2020; O’Kane et al.,
2021; Sibeoni et al., 2020).

Dalam Teknik pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek
penelitian di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Selain itu,
wawancara dilakukan untuk mempertemukan dua orang dalam rangka bertukar informasi dan
gagasan melalui tanya jawab, sehingga makna dari suatu topik dapat dikonstruksikan secara
mendalam. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto, video, sketsa, serta karya seni lainnya,
seperti patung dan film.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sebagai metode analisis data, yaitu
dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekaligus memverifikasi kebenaran informasi
yang diperoleh. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data dengan memadukan
berbagai teknik pengumpulan data yang saling mendukung (Farquhar et al., 2020; FitzPatrick,
2019; Hayashi et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dedikasi seluruh pemimpin daerah merupakan indikasi pertama akan hal ini. Untuk
menciptakan sistem administrasi yang komprehensif dan tepat, keberhasilan tersebut dimulai
dengan terciptanya perencanaan desa yang baik, yang kemudian didukung oleh data dan
informasi yang andal.Ketersediaan literatur pemerintahan desa, seperti publikasi tentang
administrasi pembangunan, administrasi kependudukan, administrasi umum, dan topik lainnya,
merupakan langkah awal menuju terbentuknya struktur administrasi yang tertib.

Oleh karena itu, perlu dikaji permasalahan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan desa
di Desa Wolaang, khususnya yang berkaitan dengan administrasi umum. Hasil penelitian
lapangan yang ditemukan peneliti adalah kebijakann penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa
Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, dengan teori Edward III yang
menyatakan bahwa efektivitas proses ditentukan oleh empat indikator dalam implementasi
kebijakan publik. Kerja lapangan para peneliti menjadi landasan bagi kesimpulan ini. Khususnya:
1) Sikap dan Perilaku, 2) Materi, 3) Interaksi, dan 4) Kerangka/struktur Organisasi (Budi et al.,
2020; Kamil et al., 2021).

Tiga aspek penting dalam proses komunikasi kebijakan: kejelasan, konsistensi, dan
transmisi. Edward III menegaskan bahwa mengetahui apa yang harus dilakukan merupakan
prasyarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh mereka yang melaksanakan
keputusan. Sebelum ditindaklanjuti, kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah harus
dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Komunikasi yang akurat sangat penting, dan
pelaksana perlu memahaminya secara menyeluruh (Grzywacz, 2020; McRae, 2019; Santika et al.,
2020).
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Berdasarkan indikator pertama, komunikasi, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Langowan
Timur telah melaksanakan kebijakan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk
yang berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa hingga pengawasan dan
pemantauan. Kebijakan-kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara rutin, namun komunikasi
dalam hal ini telah dilakukan melalui sosialisasi tujuan kebijakan. Namun, mereka yang
ditugaskan untuk menerapkan kebijakan ini yakni pejabat desa saat ini belum terlalu memikirkan
atau memahami kebijakan tersebut.

Sumber daya juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan pada indikasi
kedua dalam contoh ini, kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa.
Peneliti menemukan bahwa pegawai, dalam hal ini perangkat desa saat ini, kurang memahami
betul peran dan tugas mereka sebagai perangkat desa dalam menjalankan peraturan pemerintahan
desa di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Baik pengurus
umum maupun sekretaris desa dalam hal ini kurang menyadari perannya masing-masing dalam
pengelolaan pemerintahan desa.

Selain itu, karena keterbatasan sumber daya dalam hal ini infrastruktur dan fasilitas
gedung kantor desa baru mulai beroperasi. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan desa belum
sepenuhnya berjalan dan efektif. karena rumah kepala desa dulunya berfungsi sebagai kantor desa.
Agar implementasi kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien, pihak yang melaksanakan
implementasi tersebut tidak hanya harus mampu menjalankan kebijakan tersebut dan mengetahui
apa yang harus dilakukan, namun juga harus mampu melaksanakan kebijakan tersebut. mereka
juga perlu dimotivasi untuk melakukannya

Peneliti menyimpulkan bahwa indikator disposisi dalam hal ini adalah seluruh komponen
pemerintahan desa telah menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hal ini
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan penelitian yang ditemukan. Hanya
saja perangkat yang ada saat ini kurang memiliki dedikasi dan akuntabilitas dalam menjalankan
fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. serta kurangnya keteguhan pimpinan
dalam contoh ini, kepala desa.

Organisasi yang umumnya paling sering melaksanakan kebijakan adalah birokrasi. Untuk
mengatasi permasalahan sosial dalam kehidupan masa kini, birokrasi baik sengaja maupun tidak
sengaja memilih bentuk organisasi untuk mencapai konsensus kolektif. Mereka ditemukan tidak
hanya di struktur pemerintahan tetapi juga di organisasi swasta dan lembaga pendidikan lainnya.
Kadang-kadang, sistem birokrasi sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu.
Peneliti mengambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi desa wolaang belum memiliki standar
oprasional (SOP) pelaksanaan peraturan adminisstrasi pemerintah desa berdasarkan indicator
struktur birokrasi yang peneliti temukan selama penelitian ini. Dengan demikian, terbukti bahwa
pengelolaan administrasi pemerintahan masih belum aktif sepenuhnhya efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
implementasi Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Wolaang, Kecamatan
Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sepuluh
buku administrasi yang seharusnya ada, hanya tiga yang tersedia, yaitu buku peraturan desa, buku
keputusan kepala desa, dan buku inventarisasi serta kekayaan desa. Komunikasi kebijakan terkait
penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten dan
kecamatan, belum dilaksanakan secara rutin, sehingga kebijakan tersebut belum sepenuhnya
dipahami oleh para perangkat desa. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya profesionalisme
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dan pemahaman perangkat desa terkait peran dan tanggung jawab mereka.

Dari segi sumber daya, implementasi kebijakan administrasi pemerintahan desa di Desa
Wolaang masih terkendala oleh keterbatasan keterampilan dan kemampuan perangkat desa dalam
mengelola buku desa dan administrasi umum. Selain itu, kantor desa yang baru beroperasi masih
memiliki keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung, sehingga tugas-tugas administratif belum
dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam hal disposisi sikap, meskipun seluruh komponen pemerintahan desa telah
mengakui dan mendorong penerapan kebijakan administrasi pemerintahan desa, terdapat
kurangnya dedikasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Kurangnya ketegasan kepala desa
sebagai pemimpin juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini.

Di sisi lain, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Wolaang menyebabkan pengelolaan administrasi
pemerintahan desa masih belum efektif. Hal ini menunjukkan bahwa SOP memiliki dampak
signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang masih
memerlukan perhatian lebih untuk memastikan administrasi desa dapat berjalan sesuai dengan
standar yang diharapkan.
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